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CPL-PRODI KEWAIJIBAN MATAKULIAH

S1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

S2 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

KUl Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah;

KU3 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum otonomi daerah
dan administrasi;

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, and mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum;

KK8 Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam Tulisan;

Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang huku

P1 . . .
otonomi daerah dan administrasi.

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mempelajari matakuliah ini maka mahasiswa mampu menguasai teori di bidang otonomi daerah sebagai dasar untuk penyelesaian masalah
seputar otonomi daerah.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini membahas mengenai peristilahan dalam hukum otonomi daerah, bentuk negara, teori desentralisasi, desentralisasi di beberapa negara,
sistem-sistem otonomi daerah, sejarah dan pengaturan desentralisasi di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, parameter pelaksanaan
desentralisasi, pembagian dan hubungan kewenangan pusat dan daerah, Perda dan perdes, Pilkada, Kepala daerah dan DPRD




Sasaran Pembelajaran/

Bentuk/Metode/

Pertemuan Kemampuan Akhir yang Topik Kajian/Materi Strategi Alokasi Indikator/Kriteria Penilaian Bobot
Ke- . . Waktu (%)
Diharapkan Pembelajaran
) ) ®) (4) () (6) ()
1 Pembukaan matakuliah Pembukaan kuliah, Kuliah Interaktif 2X50 Ketepatan menganalisis materi 5
menjelaskan tentang: Kemampuan bertanya dan
e RPS mengemukakan pendapat
o Kontrak Perkuliahan Kedisplinan dan sopan santun
e Standar Penilaian
e Ruang lingkup materi:
a. Teori-teori
desentralisasi; b.
Pengaturan
desentralisasi; c.
Praktik desentralisasi
2 Mahasiswa mampu menjabarkan Pengertian: Kuliah Interaktif 2X50 Ketepatan menganalisis materi 5
perbedaan peristilahan dalam hukum | e Desentralisasi; Kemampuan bertanya dan
otonomi daerah e Dekonsentrasi: mengemukakan pendapat
e Tugas Pembantuan; Kedisplinan dan sopan santun
e Daerah Otonom;
e Otonomi Daerah
3 Mahasiswa mampu menjabarkan Bentuk negara: Kuliah Interaktif 2X50 Ketepatan menganalisis materi 5
bentuk negara dan hubungan e Kesatuan; Kemampuan bertanya dan
desentralisasi dalam negara kesatuan | e Federasi: mengemukakan pendapat
Hubungan desentralisasi Kedisplinan dan sopan santun
dalam negara kesatuan
4 Mahasiswa mampu menguraikan o Hakikat desentralisasi; | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5

teori desentralisasi

Urgensi desentralisasi;
Nilai desentralisasi;
Elemen desentralisasi;

Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun




¢ Fungsi, keuntungan,
dan kelemahan
desentralisasi.

Mahasiswa mampu membedakan Inggris; Perancis; Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
konsep desentralisasi di beberapa Belanda; India; Philipina. Kemampuan bertanya dan
negara mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun
Mahasiswa mampu membedakan Sistem otonomi material; Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
sistemsistem otonomi daerah Sistem otonomi formal; Kemampuan bertanya dan
Sistem otonomi nyata. mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun
Mahasiswa mampu menguraikan Masa penjajahan: Belanda; | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
sejarah dan pengaturan Jepang. Kemampuan bertanya dan
desentralisasi di Indonesia Masa kemerdekaan: Orde mengemukakan pendapat
lama; Orde demokrasi Kedisplinan dan sopan santun
terpimpin; Orde baru; Era
reformasi.
Evaluasi/Ujian Tengah Semester Ujian tertulis 2x50 Ketepatan dalam menjawab soal 15
Kedisplinan dan sopan santun
Mahasiswa mampu mengidentifikasi | UU nomor 1 Tahun 1945; | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5

perkembangan pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia

UU Nomor 22 Tahun
1948; UU Nomor 1 Tahun
1957; UU Nomor 18
Tahun 1965; UU nomor 5
Tahun 1947; UU Nomor
22 Tahun 1999; UU
Nomor 32 Tahun 2004;
UU Nomor 23 Tahun
2014/Perppu Nomor 1

Diskusi Interaktif

Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun




Tahun 2014 (beserta
perubahannya).

10 Mahasiswa mampu mengidentifikasi | UU nomor 1 Tahun 1945; | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi
perkembangan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
desentralisasi di Indonesia 1948; UU Nomor 1 Tahun mengemukakan pendapat

1957; UU Nomor 18 Kedisplinan dan sopan santun
Tahun 1965; UU nomor 5

Tahun 1947; UU Nomor

22 Tahun 1999; UU

Nomor 32 Tahun 2004;

UU Nomor 23 Tahun

2014/Perppu Nomor 1

Tahun 2014 (beserta

perubahannya).

11 Mahasiswa mampu menghubungkan | Beberapa parameter; Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi
parameter pelaksanaan desentralisasi | Evaluasi pelaksanaan; Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan

Parameter yang ideal. mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun

12 Mahasiswa mampu menganalisis Pembagian kewenangan Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi
pembagian dan hubungan pusat dan daerah; Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
kewenangan pusat dan daerah Hubungan kewenangan mengemukakan pendapat

pusat dan daerah. Kedisplinan dan sopan santun

13 Mahasiswa mampu membedakan Produk hukum Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi
produk hukum daerah/desa daerah/desa; Peraturan Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan

Daerah; Peraturan Desa. mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun
14 Mahasiswa mampu menganalisis Pengaturan pilkada; Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi

pengaturan dalam pemilihan kepala
daerah dalam penyelesaian sengketa
pilkada

Penyelesaian sengketa
pilkada.

Diskusi Interaktif

Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisplinan dan sopan santun




15 Mahasiswa mampu menguraikan Wewenang Kepala Daerah; | Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan menganalisis materi 5
tugas dan fungsi kepala daerah dan Fungsi DPRD; dan Diskusi Interaktif Kemampuan bertanya dan
DPRD Hubungan DPRD dengan mengemukakan pendapat
Pemerintah Daerah dalam Kedisplinan dan sopan santun
Pelaksanaan APBD.
16 Evaluasi/Ujian Akhir Semester Ujian tertulis 2x50 Ketepatan dalam menjawab soal 15

Kedisplinan dan sopan santun
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